KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA PENGABEAN

KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PENGABEAN
NOMOR : 04 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026
DESA PENGABEAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

KEPALA DESA PENGABEAN,

bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
perlu perencanaan pembangunan yang optimal;

bahwa dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan di Desa Pengabean Tahun 2026 dan agar
pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan
berkesinambungan serta guna memberikan pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) Tahun 2026, perlu ditetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
Tahun 2026 Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi
Kabupaten tegal;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes) Desa Tahun 2026 Desa Pengabean
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);




Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang — Undang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomr 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014
tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
4); sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 5); sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan
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Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2021
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1496);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa
setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun
2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala
Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 111);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 05);

- Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2016 Nomor 74);
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Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
Nomor 75);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2017 Nomor 23);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun
2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018
Nomor 8);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2018 Nomor 27);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2024 Nomor 32)

. Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2025 tentang

Standar Harga Satuan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2025 Nomor 9);

Pearturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 14
Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi
Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 11);

Pearturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun
2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan
Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025
Nomor 26);

.Peraturan Desa Pengabean Nomor 03 Tahun 2017

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
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Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pengabean Tahun
2017 Nomor 02);

Peraturan Desa Pengabean Nomor 04 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Desa Pengabean Tahun 2018
Nomor 04);

Peraturan Desa Pengabean Nomor 02 Tahun 2019
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Pengabean Tahun 2019 Nomor 02);

Peraturan Desa Pengabean Nomor 03 Tahun 2019
tentang Sewa Aset Desa (Lembaran Desa Pengabean
Tahun 2019 Nomor 03);

Peraturan Desa Pengabean Nomor 04 Tahun 2019
tentang Tunjangan Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Desa Pengabean Tahun
2019 Nomor 04);

Peraturan Desa Pengabean Nomor 03 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa
Pengabean Tahun 2020 Nomor 03);

Peraturan Desa Pengabean Nomor 05 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Pengabean Tahun 2024 Nomor 05);
Peraturan Desa Pengabean Nomor 06 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Tahun 2025. (Lembaran Desa Pengabean
Tahun 2024 Nomor 06);

Peraturan Desa Pengabean Nomor : 02 Tahun 2025
Tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas
Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa,
BPD Dan Anggotanya Desa Pengabean Kecamatan
Dukuhturi Kabupaten Tegal;

Peraturan Desa Pengabean Nomor 03 Tahun 2025
Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Desa Pengabean Kecamatan
Dukuhturi Kabupaten Tegal;

Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan dan
Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Tahun 2026, tanggal 24 September 2026




Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGABEAN

Dan
KEPALA DESA PENGABEAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESAT ENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026 DESA
PENGABEAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN
TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

.UI

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat
mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan
kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah,
pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan  Partisipatif adalah suatu system pengelolaan
pembangunan didesa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan
gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama
berakar budaya diwilayah Indonesia.
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Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut
Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas
hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan,
verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif
kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa
yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan
Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan
sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan
Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang
menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah system pengolahan data kewilayahan dan
data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan
secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan
perangkat keras, jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan
efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis
Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan
strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun
2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disesbut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Kkegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes
adalah dokumen penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Daftar Usulan RKPDes adalah penjabaran RPJMDes yang menjadi
bagian dari RKPDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
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diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja
Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumberdaya
alam dan lingkungan hidup, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial
dan budaya, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya lainnya yang dapat
diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi
sumberdaya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa,
dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan
bersama masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-
Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa; '

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
Desa.

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat
istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsure masyarakat.

Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas,
dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa,
Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan
badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,
peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerjasama Desa
untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa
yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk
menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
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Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa
guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi
dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan
jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi,
organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan
dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APBDes.
Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang
meliputi data dasar keluarga ,potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan
kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

Misi adalah pernyataan tentang sesuatau yang harus dilaksanakan
sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA, TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RKPDes TAHUN 2026

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pengabean Tahun 2026

adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pengabean sebagaimana

dimaksud padaayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung
sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pengabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Pengabean Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Pengabean Tahun 2026
merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :




BAGIANI : PENDAHULUAN

BAGIAN I : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2026
BAGIAN III : EAVALUASI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
BAGIAN IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai (RKPDes) Desa Pengabean sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pertauran Desa ini.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 merupakan landasan

dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa
Tahun 2026.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana
kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 8

1. Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat Desa.

3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa.

4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan
pembangunan kabupaten/kota.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, dalam
mengambil keputusan dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam
forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa
berdasarkan musyawarah dan mufakat.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dapat diubah dalam hal :
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisi politik, krisis
ekonimi, dan ata/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang
Desa dan selanjutnya ditetakan dengan peraturan Desa.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Desa dan/atau Surat Keputusan Kepala Desa;

Pasal 11

Peraturan Desa tentang RKPDes ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa Pengabean.

Ditetapkan di : Desa Pengabean
ada tanggal : 26 September 2025

A DESA PENGABEAN,

Diundangkan di : Pengabean
Pada Tanggal : 26 September 2025

SEKRET SA PENGABEAN

UJI DOYO
LEMBARAN DESA PENGABEAN TAHUN 2025 NOMOR 05.




ejo83uy ueageduad MY/
NYLYIDIN YNVSHY1d e aavy 00'v8Y'8S0°T uejng Z1 uep gdd Sueio £ esag ‘adg 18eq |elsos ueulwer uee|paAuad
1eeseAsely
uep esag ueaqeduag Bsa( eueg liep Jagquinsiaq dueh esaq
NVLYIOI YNYSIVTId A saa | 00'000°Z6L°0F uejng zt YejupBWwag 1¥ed T esaq Yeiuuawad jeuoisesadg ueelpatuad
ueageduad MY/LY
NYLVI9IN YNYSIVIId A aav 2 ue|ng Z1 MY Uep 1y 8uel0 87 esaq jeuaisesadQ/yuasu; ueeipatuad
(1P 13517
ej088uy ueageduagd | ‘weSeias uejeyed ‘WNUIW UBYEN LY
NYLYID3N YNYSAHY13d s aav | 00'000°000'% uejng Z1 UEp add oNed T esag ‘Jedes) gdq |euoisesadQ ueeipatuad
ejo83uy ueaqeduad
NYLYIOIN YNYSIHVId A aav | 00°000°080'9Y uejng 1 uep adg Sueso £ esag
ej088uy ueaqeduag
NYLVIOIN VNYSHVIId A avd | 00°000°005°2 ue|ng Z1 uep adg Sueio £ esag ade uedueluny ueepaiuad
uejeyed ‘uejojueniad uedeySuajiag
esag ueaqeduad Qidd uep QXdid JOUOH “LY) eseq
NYLY1933 YNYSAY13d A aavy | 00'ZL6'9E6'TY ueng 71 yejuuswad 13ed 71T esag yeawad [euoisesado ueeipaluad
esag ueageSuad esaq 1ey8uelag uep esag
NVLYIDIN VNVSHVIId A aav | 00'0ZT'T06'FT uejng 1 1eyduesad Sueig £ esag | ejeda) 18eq [ejsoS UeujwIel UBRIPRAUS
esaq ueageBuad esaq 1ey8uelad ueduefun)
NY.LVIOIN YNVSHYIId A aav | 00'000°008'8EZ ue|ng ZT jey8uelad duesg £ esaq uep deja uejiseysuad ueeipakuad
253 UBYBIUIAWAY
ueageSuad esaq ejeday ueduefuny |euoisesadQ uep ueBuelun]
NYLYIOIN YNYSHY13d A aav 000 uejng z1 esaq ejeday Bueio 1 esaq uep dejaj uejiseyBuag uee|paiuag ‘deyis efuejag ueseBBuajphuag
vs3ia z«....qrzz_mimm NYYHYDONITIANId DNVAIE 10
E1 [4 113 ot 6 B8 L 9 ] 14 € (4 T
VOILIN | VIAVS | V1013 {du]
NVLVIODI YNYOIVIAd | wyHia | vruan | wms | ST9ANS HYINNT NYVNVSHVI3d [ Lvvanvi INNTOA hﬂﬂw.n_._“* KNIV SINAT ONvaig 8ns/oNvaig oo
YHYON NYVNVSHV13d v10d VYNYQUIBWNS VAVIS NYVHINYED i /Nvuvsvs NV IS0 NVLVID3) SIN3f/ONVaIE ans/ONvalg
HYDNILYMYT ISNIANOYd
WOIL ¢ VION/NILVdNEY
IMALHNNNG ¢ NYLYINYIEN
NVINVONAd VIO WYANIMAWDG | vsia
WHO NINVA (590 d)

pra— P —— - T . - ey - . - " e — ey - e



00'0ZE'9ET PPL Had HYTIAINe
1eeieAselp
uep esag ueaqeduag yesaeq IsnquIsy uep
NVLVIDIN YNYSHYIId e He8d | 00°000°000'16 unyel T yejulawad ed 1 esag yeuaeq yefed uejje83uad jeuoisesado ueyeuepad Suepig qns
1ejeeAseln
uep esaq ueageduag
NVLYI93N YNYSHYIId A JA8d 000 unyel g YejuLawWag 13jed T esag
1ejeledsey ads
uep esag ueageBuag | g ueyede|imay ey ueyliwsad ‘sapeyid
NYLYIOIN YNVSHVIId A Had | 00°000°000°SZ unyej T Yejupswad 19%ed T esag ueeuesye|ad |sesielsos ;g ueBuming
1eyeseAsel
uep esaqg ueageduad
NV.LYI9IN ¥NVSHYId P He8d | 00°000°000'% uejng ZT yejuuawag ed T esag | esaq Isewaoju| walss ueBuequisBuad
1eyeleAsely uesodejad
uep esaq ueaqeduad £s3(] 135y Uele|Uad/ISeS|IBIUBAL| uep ueSuenay ‘UeEURIUBIS
NVLVI93N YNYSHY13d A H8d | 00'0ZE'QO0ET ue|ng Z1 Yeluuawagd 18)ed T esag Jisensiujwpy ueejojaBuad ‘UelyeIulIBWR efeld e3e)
1jeieAsely
uep esag ueageduag esag Jojuey
NYLVIOIN YNVSHYI3d 2 aav | 00'000°'£85'9€ unyel 1 Yejuuawad 19jed T esag eueleseid /Bunpag ueeleyijawad
esaqg ueageduag
NYLYIOIN YNVSHVIId A Hed | 00°000°8L%'9 uejng T Yejuuawad 124ed T esag
esag ueaqeduag ueyeUBWA fuRIOUENId BS3(] UBYEULIBW S
NY.LYIOIN YNVSNYIEd 2 aav | 00'000°000'ST uejng T Yejupawad lajed T esag (de3aL 3asy) eueles ueejpaluad BueIBSEld BUBLES UBR|pAAUad
esag ueaqeduag Bsa( UBYRUUAWS |euoisesadO
NYLYIOIN YNYSHYI3d A aav | 00'000°00S'1T uejng T Yejupawad la)ed T esag uep deyjis Buepig gns uie|-uel
1ej8ueiag esag
uep ueageduad Jmesedy 18eg g1-9) (delyis) dejay
NYLYIDIN YNYSHYIEd 2 aav | 00°000°000°11 unyejl g esaq ejeda) Sueio g esag uejiseyduad ueyeque] uee|paiuad
v
esaq ejeday ueageSuad esaQ Jojue)y
NVLVIOIN YNVSHVIId >, aavy 00'¥Z¥'Z0E ue|ng 71 lojuey Jeis Bueipz esaq 815 18eq |eI150s UBLiWIe] ueR|pIAUad
esag ejeday ueaqgeduad (1e38uesagd uon) eseq
NYLVIOIN ¥NVSHY13d A aav | 00°000°009'E€ uejng ZT Jojuey je1g Bueigz esag Jojuey jeys ueBuefuny ueejpatuad
1e8uesad esaQ ueeAeyay ueejojpBuad
uep ueageBuad |IseH esaq) jeyduelag uep esaq ejeday
NYLYIOAN YNYSHY1Ed » avd | 00°000'009'901 unyeL 1 wsaq vjeday furio g esaQ ueBuefun) ueyeque] uee|paiuad
" 14} 1t ot (] L [ 9 § L4 € (4 T
NVAVIDIN VNVENVII IEI_ VIO NANWNG T NVVNVENVI | IVVINYIN INMIOA \_z___-:- 2 NVAVIOEN NIN( DNVOIS INS/DNVAIN -
VNVINIY I I T Py T——




1eyelehselpn
uep esaq ueaqeduad
NYLVIDIN YNYSHYT3d A saa | o0'000°000'18 ueng g yejulswad 13484 T gsaq |eweSelaq jewn UBUMYNIAY UBBUIgWaY
1eyelehsely {IIp ueewedeay eAey ‘|4 LNH)
uep esag ueageBuad ueeweday uep ueehepngdy /iepy ueewiedeay
NYLYIDIN YNYSHY T3 A saa | 0o'000'00S'EY uejng z yejulaway 19ed T esaq ‘ueluasaY [BAISRS ueleFBualaAuad uep ueeAepngay Suepig gnsg
1ejeleAsel sapwad
uep esag ueageduad 43j0 ueqIIaIaY fueuewes) eeus] [iexyeleAse ueSunpuiliad uep wnwn
NYLVIDIN YNYSHV13d 2 $aa | 00°000°000°ST uejng T yeluawag 1Ed T esag | seysedey ueieydujuad uep uelenSuag | uequaiay ‘uewenuaiay Suepig qns
NVIVIVHYASYININ NVVNISINId DNValE £0
00'v90"9E0°EE9 ¥3ad HYTNNl
uISIA ueageSuad NINVO H1LY qeyay/ ueunguequiad
NV.LYIDIN YNVSAVTIId A saa 00°0 ue|ng ¢ 1eyeseAsely uin v esaqg weigoid ueeuesye[ad uedunyng uBlUPjNWa4 uesemey Buepig gng
1eyeiehsely
uep esag 0 "My
NYLYIDIN YNYSHYT3d Vs Ned 000 unyel T yejuuawad | 1318 000T uep €0 "My
1ejeleAsely {llp uexjojas ‘Buolog)
uep esag Z0'MY B53(] UBJE[ BUBJESEIY ueley3uiuad/
NVLYI93) YNVSHV1Id A 5$ag | 00'000°000°0L unyel T Yejulswag 1313\l 00T UED T "MY Isedjigeyay/ueunduequiad
1ejRIRASEIN
uep esaq +0 "M esaq uejer uesesaBuaq fueleySujuad
NYLVIOIN YNYSHYIId 2 dfd 000 unuyej T yejuuswad | 1319 008T uep €0 "My /senjigeyay fueunduequiad
1ejeledsely (lIp aseutesq/iied
uep esaqg 70 'MYH Jueyojes/Bucsod-Bucion)
NYLYIOIN YNVSHYT3d » saa | 00°000'000°0S unyej T yejuliawagd 1318\ 00Z Uep 10 ‘MY BS3(] UB[E[ BUBJESEI{ UBRIEY([alIad
1eeseAselN
uep esag 70 MY Buegfuewpynwag Sueny ueeleuad
NYLYIDOIN YNYSHYI3d > saa 00'¥90'TT9'86€ unyel T Yejuuawad 218N 00vE Uep T0 "My ueBunySur uejer ueesey|awad uep wnwn ueef1ayad Suepig qns
(I1p uejeyasay 1apey uep
1eyesehsepy ueaqeSuag | eSeua) “eyeseAsepy yniun) ueleyasay
NVLVIOIN YNYSHYIId y saa 000 unyel T |uep npueAsod 1Ed T esag Suepig ueypejad uep ueynjnuad
v
1eqeleAsey ueaqeluad (y3uasu) ‘ejswe ‘jiwng
NV.LVIOIN YNVSHYI3d A saa | 00°000°SZY'vL uejng ZT  |uep npuedsad 194ed T esag S| ‘LINd) npueAsod ueeseBBuajaiuad ueleyssay Bueplg gns
eseJpeN/DdL {Ilp ueieyed ‘JouoH) esaq
Wil/vdl ueaqesuad M [eWI04-UON Yeseipei /Ddl
NVLVIOIN YNVSHY1d A saa | 00°000°000°0F unyej ML /anvd 12ed 8 esag WL /vdi/iL /anvd ueeseBBuajaduad ueyipipuad Suepig gns
VS3a NYNNONYENId NVYNYSHVIId ONVAIE 0
€1 zt 11 ot 6 8 L 9 S 14 € (4 T
NVAVIDIN YNVENYIIE IEIE vy lEl._ W _lﬁ: o1 NANWNS I.F NYwNVEIVISG | Avvanvin JANI0A hu.ﬁﬁ NVAVIDAN SINAF ONVQId 8NS/ONVaIE -
VNVINIM ILLL INVMYEVE | NYVHINNSY :
s




00°000°056'69€ d3d HYTINNT
1eyeleAsep
uep esag ueageSuad esaq YAl ueisnpuliad
NVLYIO3N YNYSHY13d 2 sSap 000 ueng { Yepawad wnt esaQq | sobi/esaq Jesed qeyay/ueunduequiad uep ueduedepiad Suepig qng
Jeselehsely sesadoy
uep esaq ueageduad uep yedauay ‘123 ‘oA eyesn (HNN) yeBuauay uep |13y
NY.LYIOIN YNVSHY13d » $aa | 00'000°000't9 unyey T yejuuauagd 19ed 1 esag eueJeseld eueles ueBuequiaBuag ‘onjiW eyesn ‘seadoy Buepig gns
1eyeiehsely
uep esag ueaqeduad
NVLVIOIN ¥NVSHY13d 2 Had 00000°000't uejng ZT Yejuuawad 194ed T esag
BISUET ‘UiSIIA 1y BIBASEIN egienay
UB{SIA ueaqeduad jodwojay ‘uejuay yodwo|ay uep yeuy ueBunpuipad ‘uendwaiad
NVLVIOIN YNYSHYIId Vs saa | 00'000°000'0€ uejng Z1 ieyesedseiy 19jed T esag -jodwiojay depeyJal iseyjised ueeAepiaqwad Suepig qng
JeyeieAseln
uep esag ueageBuad esag Jnesedy seysedey ueleqSuuad esag Jnjesedy
NYLVI93N YNVSHYIId Y $aa 000 uejng T Yejuuswad iMed T esag Buepig gns uelei3ay uiej-ulel seysedey uejeydujuad Suepig gng
jeyesehseln
uep esaqg ueaqeduag {1ip esaq Bunquini) esag ueyeusalad
NVLYIOIN YNVYSHY1Id 2 saa | 00°'000'0S6°1LZ unyel T yeuawad 19%ed T esag 128Uy ueBueq ueueyelay uelenduag uep uejuenad Suepig gns
IIVHYASYIN NYVAVAHIgNId ONVaIE
00'9E6'69Y"TVZ H3d HYIWNI
1eyeiehseln
uep esaqg ueaqgeduag
NYLYI93N YNVSHY13d 2 500 | 00'9E6'EET'VS uejng Z1 yejulawag 1jed T esag
1eyelehsey
uep esag ueageduad 1eyeleAsel
NYLYIDIN YNYSHYI3d 2 avd 00°000'006°L unyel T yeluliawad 194ed T esaq ueedequwajay Suepig gns ulej-uiel
1eyelehsely
uep esag ueageSuad uejeyeseAseway
NYLYIO3N YNVSIYT3d A saa 000 unyer | yejuLiawad 13%8d T esag egeqial ueeu|quiad ueyie|ad
1eyelEASEly ¥
uep esag ueage8uad
NY.LVIOIN YNVSHYI3d Y 5aa 00'000"9€Y'9E ueng Z1 yelunswad 194ed T esag MAd UBRUIqWRd
1eqeleAsely
uep esaq ueaqe8uad 1evjeieAselN
NYLYIOIN YNVSHYI3d A Had 000 unyej T Yejupawsad 94ed T esag QNAT/INGT/ANDIT UBRUIGUWR ueeZequaja) Suepig qns
1jeiehsely
uep esaq ueageduad esaq jexy8uy) eSesye|Q /ueepnwada)y eBelyejo
NYAVIOIN YNYSAYIEd 2 $aQ | 00'000°000°€ ue|ng § Yeupawad 19%ed T esag qnpy/ eunsejduesey ueeujquad uep ueepniwaday Suepig gns
" r 1 ot L} L) L 9 § L4 € [4
NVAVIDEN VNVINVIAd bl Nl g e awvinvw | awmon ER SINar DNVQIR GNS/ONVAIS
VNVINIY : _




TVLOL HYTAING

00'000°00v°98 H3d HYTNNC
upisiN ueaqgeduad
NV.LVI9IN YNVSIV13d 5ag | 00'000°007'98 ueingzp | iexesedsen 90 882 esaq Yesapuaj ueepea) ueuedueusq Yesapuaiy ueepea) Buepig qns
1eqesehseln
uep esaq ueagesuad
NYLYIOIN YNYSHY13d saa 0o‘o unyerT Uejuuswad 9ed T Bsaqg Jeinieq ueepea)y ueuedueuad JBinieq ueepesy Ncmﬂ_m qng
1eyeieAsel
uep esaq ueaqeduag
NYLYIOIN YNYSHYI3d saa oo'o unyeL T yejupswad jaed T esag eueouag ueBuuen@3ueuad |eueouag ueSuejnd3ueuad Suepig qns
NVYSIANIN NVA LYHNEYA ‘'YNYINIE NYONYINDONYNId ONVAIE
i .Icl 8 z




